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ABSTRAK
Desentralisasi melalui otonomi daerah merupakan suatu kewenangan dari pemerintah agar keberadaaan pemerintah di daerah dapat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan dapat mampu menterjemahkan keinginan masyarakat secara lebih tepat bila dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan harus mampu melaksanakan good governance dalam semua aspek kepemerintahan, terutama dalam rangka memenuhi pelayanan publik di daerah. Namun kenyataannya, selama ini birokrasi administrasi di pemerintahan daerah belum sesuai dengan harapan publik. Birokrasi di pemerintah daerah sangat kental dipengaruhi oleh politik. Sehingga menimbulkan birokrasi pelayanan publik terorientasi dan terfokus kepada yang memiliki otoritas, kepada pimpinan, bahkan sering kepada golongan atau kelompok tertentu. Fasilitas, keuntungan dan kepentingan tidak sampai kepada rakyat, bahkan sering terakumulasi hanya pada tingkat-tingkat atau golongan/kelompok tertentu saja. Sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya indeks korupsi di daerah serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di daerah. Untuk memperbaiki keadaan tersebut diperlukan pembaharuan-pembaharuan diantaranya: pengembangan budaya pelayanan dimana dapat mengenalkan nilai, simbol, dan perilaku yang menggambarkan pentingnya kedudukan warga dalam birokrasi pemerintahan daerah, serta dapat menjadikan indeks kepuasan warga pengguna sebagai ukuran kinerja yang penting melalui mekanisme survei pengguna (pengaduan, keluhan) secara periodik.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Otonomi Daerah.
Tema: Kebijakan Publik dan Pemerintahan
ABSTRACT
Decentralization through regional autonomy is central goverment’s authority to enable regional agency serves directly to the public. Regional agency is expected to properly and exactlly understand public demand instead of central government. Regional agency shall be able to conduct good governance in all governance aspects, particularly in order to serve the public in its region. In fact, administration bureaucracy in regional agency does not meet public’s expectancy.  Bureaucracy is still affected by politics. Therefore bureaucracy for public services is oriented and focused on authority party, chairman, and even to specific class or groups. Facility, benefits and interests are not benefit by public, mostly accumulated on specific class or groups. Public interests and need become neglected. As a measure are high corruption index and low public satisfaction on public services in every region. Recovering the situation needs renewal action among others  developing services culture by introducing values, symbols, and behavior which figure out the importance of public position in bureaucracy of region agency, and make public satisfaction index as important key performance indicator (KPI) by user survey mechanism (complaint, claims) which is performed periodically.
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A. pendahuluan
Setiap pelayanan publik baik itu di tingkat pusat maupun daerah tidak terlepas dari proses yang bernama birokrasi. Namun hingga saat ini birokrasi pelayanan publik masih selalu mendapatkan kritik dari masyarakat. Kekecewaan terhadap sistem pengelolaan pemerintah yang tersentralisasi, melahirkan dorongan masyarakat untuk menuntut diselenggarakannya desentralisasi.
Desentralisasi melalui otonomi daerah merupakan suatu kewenangan dari pemerintah agar keberadaaan pemerintah di daerah dapat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan dapat mampu menterjemahkan keinginan masyarakat secara lebih tepat bila dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan harus mampu melaksanakan good governance dalam semua aspek kepemerintahan, terutama dalam rangka memenuhi pelayanan publik di daerah.
Namun kenyataannya, selama ini birokrasi administrasi di pemerintahan daerah belum sesuai dengan harapan publik. Birokrasi di pemerintah daerah sangat kental dipengaruhi oleh politik. Sehingga menimbulkan birokrasi pelayanan publik terorientasi dan terfokus kepada yang memiliki otoritas, kepada pimpinan, bahkan sering kepada golongan atau kelompok tertentu (Utomo, 2009: 14). Fasilitas, keuntungan dan kepentingan tidak sampai kepada rakyat, bahkan sering terakumulasi hanya pada tingkat-tingkat atau golongan/kelompok tertentu saja. Sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya indeks korupsi di daerah serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di daerah.
Sejumlah survei internasional, seperti Economist Intelligent Unit Country Risk Ratings, Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence, World Justice Project Rule of Law Index, dan Global Insight Country Risk Ratings, memberikan Indonesia skor yang buruk terkait korupsi politik. Global Insight menyoroti Indonesia mengenai tingginya korupsi terkait perizinan usaha dan kebijakan publik. World Justice Project juga menyimpulkan tingginya penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabat eksekutif dan legislatif. (Tribunnews, 25/12/2014)
Sampai akhir 2014, tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau disebabkan kasus korupsi. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sehingga memperlihatkan tidak ada efek jera terhadap kasus korupsi. 
Selain data di atas, ICW (Indonesian Corruption Watch) menyimpulkan, sepanjang tahun 2014, total 43 orang kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sebanyak 35 kepala daerah. (Detiknews, 10/03/2015)
Dengan melihat tingginya fenomena kasus korupsi kepala daerah tersebut di atas, meragukan kinerja kepala daerah yang tentunya berimplikasi terhadap buruknya kinerja organisasi daerah yang dipimpinnya. Penyimpangan dari birokrat tersebut antara lain menerima setoran dari kongkalikong pengadaan barang dan jasa, suap pemberian izin terkait pengelolaan sumber daya alam seperti izin alih fungsi lahan dan izin usaha pertambangan. (Tribunnews, 25/12/2014)
Adapun hasil Survei Integritas Sektor Publik (terkait pelayanan publik) tahun 2012 adalah sebagai berikut: Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah 6,37, dengan perincian nilai rata-rata integritas di tingkat pusat sebesar 6,86, nilai rata-rata integritas sektor publik di tingkat instansi vertikal sebesar 6,34, dan nilai rata-rata integritas di tingkat daerah 6,32. Bila dibandingkan, nilai integritas daerah relatif lebih rendah dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun instansi vertikal. IIN 2012 sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya (dari 6,31 di tahun 2011). Penilaian tersebut dalam skala 0-10, angka 10 untuk nilai tertinggi/paling bagus. (sumber KPK, 2012)
Dalam rangka menata dan memperbaiki birokrasi, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai perubahan. Reformasi birokrasi pun digaungkan dalam rangka perbaikan pelayanan publik, sehingga dapat terciptanya service excellence.  Reformasi birokrasi dalam grand desainnya bertujuan untuk memperbaiki cuture set dan mind set aparatur pelayan publik. Telah dilakukan berbagai perubahan dalam struktur dan sistem manajemen birokrasi, namun jika dilihat dari semakin banyaknya kasus korupsi para aparat terutama dilakukan oleh kepala daerah, maka semakin menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum sampai pada perubahan mindset dan perubahan perilaku birokrat pelayan publik.
Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai “REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH”. 

B. Konsep Reformasi Birokrasi
Ketika berbicara mengenai reformasi birokrasi, tidak terlepas dari kata “Reformasi” dan “Birokrasi”.
Santosa (2009: 122) mendefinisikan reformasi sebagai perubahan radikal untuk perbaikan di berbagai bidang dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam hal ini perubahan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan.
Dikatakan sebagai perubahan yang radikal, karena dalam konteks reformasi birokrasi (sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2010), meliputi penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah yang bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya yang luar biasa (business not as usual). 
Sedangkan birokrasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Atau didefinisikan pula sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.
Weber dalam Santosa (2009: 2) mendefinisikan birokrasi sebagai salah satu bentuk organisasi belaka. Sedangkan Wrong (Santosa, 2009: 2) mencatat bahwa birokrasi organisasi yang diangkat sepenuhnya untuk mencapai satu tujuan tertentu dari berbagai aneka tujuan; ia diorganisasi secara hierarkis dengan jalinan komando yang tegas dari atas ke bawah; ia mencipta pembagian pekerjaan jelas yang menugasi setiap orang dengan tugas yang spesifik; peraturan-peraturan umum dan ketentuan-ketentuan yang menuntun semua sikap dan usaha untuk mencapai tujuan; karyawan dipilih terutama berdasarkan kompetensi dan keterlatihannya; kerja dalam birokrasi cenderungmerupakan pekerjaan sepanjang hidup.
Heady (Santosa, 2009: 3) menyebutkan ada 3 macam pendekatan dalam merumuskan birokrasi:
1. Pendekatan struktural
2. Pendekatan behavioral (perilaku)
3. Pendekatan pencapaian tujuan
Wicaksono (2006: 9) mengemukakan pendapatnya mengenai birokrasi dapat memberikan pelayanan publik dengan baik, ditunjukkan dengan indikasi perilaku sebagai berikut:
a. Memproses pekerjaaanya secara stabil dan giat;
b. Memperlakukan individu yang berhubungan dengannya secara adil dan berimbang;
c. Mempekerjakan dan mempertahankan pegawai berdasarkan kualifikasi professional dan orientasi terhadap keberhasilan program;
d. Mempromosikan staff berdasarkan sistem merit dan hasil pekerjaan yang baik dan dapat dibuktikan;
e. Melakukan pemeliharaan terhadap prestasi yang sudah dicapai sehingga dapat segera bangkit bila menghadapi keterpurukan.
Sedangkan tujuan penyediaan birokrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan oleh Ripley dan Franklin (Wicaksono, 2006: 9) sebagai berikut:
1) Menyediakan sejumlah layanan sebagai hakikat dari tanggungjawab pemerintah
2) Memajukan kepentingan sektor ekonomi spesifik seperti pertanian, buruh, atau segmen tertentu dari bisnis privat
3) Membuat regulasi atas berbagai aktivitas privat
4) Meredistribusikan sejumlah keuntungan seperti pendapatan, hak-hak, perawatan medis dan lain-lain.
Pada perjalanannya, dalam birokrasi sering ditemui berbagai macam permasalahan. Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan birokrasi (Wicaksono, 2006: 9) diantaranya: 
a) Proses pekerjaannya seringkali tidak dapat diperkirakan dan langkah yang diambil birokrasi juga terkesan lamban
b) Menunjukkan favoritism dalam perlakuannya terhadap klien tertentu dan diskriminasi pada yang lain
c) Mempekerjakan staff yang menunjukkan ketertarikan yang rendah terhadap standar professional dan kualitas pelayanan program
d) Mempromosikan staff berdasarkan favoritism politis atau kriteria yang tidak professional
e) Menciptakan timbunan kertas yang tidak berguna dan tidak mampu menyesuaikan diri secara relevan dengan perkembangan sosial.

C. Konsep Pelayanan Publik
Sinambela (2007: 4) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian publik menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan mayarakat oleh penyelenggara negara.
Kepmen PAN no 25 Tahun 2004, mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:
1) Pelayanan administratif, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, playanan, IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, akte kelahiran, dan akte kematian)
2) Pelayanan barang, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon.
3) Pelayanan jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan pada suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, laut dan udara, pelayanankesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran.
Selain pengelompokkan jenis layanan publik di atas, Ratminto dan Winarsih (2012: 8) membedakan pelayanan publik atau pelayanan umum menjadi 2, berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, yaitu: 
a) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik
b) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat (yang bersifat primer dan sekunder)
Dengan berlakunya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah dan Undang Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, akan semakin banyak aktivitas pelayanan yang harus ditangani oleh Daerah. Dengan demikian aparat di daerah dituntut untuk dapat memahami dan mempraktikkan ilmu manajemen pelayanan. Meskipun kedua Undang Undang tersebut kemudian direvisi dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang 33 tahun 2004, akan tetapi tanggungjawab pelayanan yang diemban oleh daerah masih sangat besar.
Berlakunya Undang Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tersebut di atas juga akan mengakibatkan interaksi antara aparat daerah dengan masyarakat menjadi lebih intens. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia akan melahirkan kuatnya tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas.
Globalisasi dan berlakunya era perdagangan bebas menyebabkan batas-batas antar Negara menjadi kabur dan kompetisi menjadi sangat ketat. Hal ini menuntut kemampuan manajemen pelayanan yang sangat tinggi untuk dapat tetap eksis dan mampu bersaing. Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan layanan publik yang memiliki asas-asas sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 (Ratminto dan Winarsih, 2012: 8) sebagai berikut:
a) Transparansi
b) Akuntabilitas
c) Kondisional
d) Partisipatif
e) Kesamaan Hak
f) Keseimbangan hak dan kewajiban
Sedangkan pola penyelenggaraan pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
1) Fungsional
2) Terpusat
3) Terpadu
4) Gugus Tugas
Dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Kepmen PAN tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa orientasinya adalah publik (masyarakat) yang dilayani. Untuk itu hal yang menjadi perhatian utama aparatur pelayanan publik yaitu harus memiliki orientasi publik (masyarakat).


D. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah
Dalam Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2002 telah mengamanatkan mengenai pemberantasan KKN, penegakkan dan kepastian hukum, serta reformasi birokrasi dengan penekanan pada kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan abdi masyarakat. Untuk itu pemerintah menegaskan pada penerapan clean govermnent dan good governance guna dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Pada Tahun 2011, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Pada Tahun 2014, K/L dan pemda telah memulai proses tersebut, sehingga pada Tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.
Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan (Bappenas, 2010), diantaranya:
1) Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di Instansi yang bersangkutan;
2) Menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy;
3) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4) Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
5) Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
6) Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
Beberapa ahli berpendapat bahwa pendekatan dalam membangun reformasi birokasi tidak dapat dicapai dengan segera (instant) dan menyeluruh, karena keterbatasan sumber daya, termasuk dana, sehingga diperlukan agenda konkrit dan bertahap dalam mewujudkannya. Agenda kongkrit awal sebagai pintu gerbang (entry point) dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah reformasi pelayanan publik.
Penyelenggaraan pelayanan publik secara kasat mata dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan sekaligus menjadi indikator kinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelayanan publik memiliki cakupan yang berimplikasi luas terhadap eksistensi dan legitimasi daerah. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi pelayanan publik daerah dikategorikan baik, apabila memenuhi persyaratan diantaranya:
a) Perubahan pola pikir (mindset) penyelenggara layanan.
b) Sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
c) Memenuhi prinsip kejelasan hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan penerima layanan.
d) Adanya umpan balik (feedback) yang jelas dari penerima layanan kepada penyedia layanan melalui media penyaluran aspirasi yang dikelola dengan baik. 
Negara kita termasuk memiliki kecepatan pertumbuhan dengan jumlah sekitar 240 juta yang tersebar di beberapa pulau dengan keberagaman budaya dan perilaku. Dengan kondisi ini tidak dapat dielakkan bahwa Indonesia memiliki tantangan dalam hal pemberian pelayanan termasuk akses dan mutu pelayanan. 
Dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi di era otonomi daerah, maka seharusnya disadari makna, bahwa, yang harus diterapkan (Utomo, 2009: 66) ialah: sharing of power, distribution of income dan empowering of regional administration. Semua hal tersebut mempunyai tujuan otonomi ialah untuk kemandirian daerah.
Namun saat ini telah banyak terjadi penggunaan kewenangan yang berlebihan dari pemerintahan daerah. Sehingga tingginya kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh birokrat terutama di tingkat atas di daerah. Hingga saat ini tercatat sebanyak 70% kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. (ICW, 2014)
Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publik, KPK melakukan survei integritas dalam rangka untuk terus memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check & balance antara penyedia dan pengguna layanan publik. Survei ini menggunakan penilaian skala 0-10, dengan angka 0 untuk nilai terendah dan 10 untuk nilai tertinggi/paling bagus. Hasil Survei Integritas tahun 2012 pada 3 (tiga) unit layanan daerah (KTP, SIUP, dan IMB) menunjukkan dari 60 daerah yang disurvei, 16 pemda nilai integritasnya masih di bawah 6 (yaitu Pemkot Bekasi, Pemkot Medan, Pemkot Cirebon, Pemkot Jayapura, Pemkot Bima, Pemkot Ternate, Pemkot Palu, Pemkot Kendari, Pemkot Bandung, Pemkot Serang, Pemkot Bengkulu, Pemkot Semarang, Pemkab Jember, Pemkot Metro, Pemkot Bandar Lampung, dan Pemkot Depok. 
•Terdapat 4 (empat) pemda memperoleh nilai integritas di atas 7, yaitu Pemkot Bitung, Pemkot Pare-pare, Pemkot Banjarbaru, dan Pemkot Banda Aceh.
•Terdapat 7 (tujuh) pemda yang memperoleh kenaikan nilai integritas cukup signifikan (peningkatan lebih dari 2 poin) dari skor tahun lalu, yaitu Pemkot Lubuk Linggau, Pemkab Manokwari, Pemkot Bogor, Pemkot Metro, Pemkot Serang, Pemkot Tangerang, dan Pemkot Semarang.
Dilihat dari hasil survei di atas, dapat kita lihat bahwa kualitas pelayanan publik di daerah masih belum merata. Untuk itu diperlukan pemantauan terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di daerah. Untuk kemudian diberikan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publiknya, sehingga secara merata dapat meningkat di setiap daerah. 
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Gambar 1.
Kerangka Berfikir Reformasi Birokrasi Perubahan Perilaku Aparat Pelayanan Publik



E. simpulan
Tidak dapat dihindari bahwa birokrasi dibutuhkan dalam rangka mengatur pelayanan publik. Namun yang menjadi tantangan adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini daerah, sebagai wakil dari pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, mereformasi perilaku birokrat pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang dapat:
1) Mengurangi serta menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di Instansi yang bersangkutan;
2) Menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy;
3) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4) Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
5) Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
6) Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis
Birokrasi harus pula memperhatikan keterlibatan masyarakat. Dimana meletakkan masyarakat/publik seutuhnya di dalam birokrasi, dengan memberdayakan masyarakat, sehingga tercipta moral, nilai, struktur serta power masyarakat dalam birokrasi. Sehingga budaya masyarakat dapat masuk kedalam birokrasi, masyarakat yang berswasembada dan berswadaya.
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